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A. t tar Belakang

Peningkatan mobilitas dengan menggunakan kendaraan bermotor s€at ini

masih terus berlangsung, seiring dengan terjadinya penlngkatan jumlah penduduk

dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik. Kondlsi yang demikipn ini

menimbulkan konsekuensi tehadap penggunaan bahan bakar mlnyak (BBM) sebagai

sumber energy untuk menggerakkannya. Apalagi sampai sekarang BBM masih

menJadi andalan untuk digunakan sebagal bahan bakar pada kendaraan bermotor.

Pefiltungan Bank Dunia tahun 2fi)8 konsumsi dunla per hari mencapai 13 miliar

liter dan 0,83 persennya dikonsumsi di Indonesla atau rata-rata sekltar 108 juta liter

per hari, yang lebih dari 70 persennya dipakai untuk kendaraan bermotor'

Permasalahan yang muncul akibat meningkahya jumlah kendaraan bermotor

adalah peningkatan kontribusl emisi gas buang yang mencemari udara, Emisi gas

buang inl dlhasllkan oleh proses pembakaran bahan bakar dengan udara dalam

mesln kendaraan. seuap tahun mlllaran ton emlsl gas buang kendaraan bermotor

yang bersifat pollutan seperti: CO2, H2O, CO, NOx, Sox, HC, Pb dan partikulat

dilepaskan ke udara bebas. Seluruh polutan tersebut berslfat merugikan manusia,

baik secara langsung terhadap kesehatannya, maupun secara tidak langsung yang

akanmemicutimbulnyaberbagalmasalahllngkungan(wardana,2001),salahsatu

dlantara masalah lingkungan global yang berupa "pema nasan glofil (global

warmlng)" dan perubahan ikllfi (climate ahnge)'



Surabaya sebagai kota metropolitan yang mengembangkan kegiatan sektor

ekonominya pada bldang industri dan perdagangEn, keglatan pembangunannya

berpotensl menimbulkan berbagai dampak dl antaranya permasalahan yang terkait

dengan lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan lndustri dan pusat-pusat

perdagangan memicu terjadinya peningkatan Jumlah dan intensltas berkendaraan

yang menghubungkan pusat-pusat hunian dengan kawasan industri dan/. atau

perdagangan, yang berimpllkasi terhadap gas buang kendaraan yang terakumulasi

di daerah-daerah sepanjang jalan. Hal yang demikian disadari ataupun tidak disadari

akan mengganggu dan mengancam bagi kesehatan warga yang melintas atau

berada di sekitar jalan, dan dalam konteks yang lebih luas turut mempunyai andil

dalam memacu percepatan pemanasan global yang sangat membahayakan bagi

kebedanJutan ekologi secara keseluruhan dan lingkungan kota Surabaya pada

khususnya.

Seriusnya resiko yang tedadl akibat dari penggunaan BBM, menyadarkan kita

betapa pendngnya melakukan perllndungan terhadap keberadaan pohon yang ada

di Daerah Milik Jalan (DAMLIA), karena secara ekologis, proses alamiah yang

mampu menetrallsir gas buang kendaraan (C02) adalah melalui proses fotosintesis

yang dilakukan pepohonan yang sekallgus akan mengahsllkan Oksigen (02) yang

sangat dibutuhkan manusia. Dengan demikian upaya pedindungan pohon akan

mampu menjaga hegienltas ekologi kota sekaligus mempunyai andil positif dalam

upaya menekan lajunya pemanasan global'



Sehuhungan dengan dengan hal tersebut, maka alam rangka, untuk

memenuhi hak atas kesehatan lingkungan bagi warga masyarakat kota surabaya

dan sekaligus berperan aktif dalam penaggulangan pemanasan global perlu

dilakukan langkah-langkah konkrit dan sistemik, balk yang bersifat prcentit,

preventif. maupun repesif dalam suafu peraturan perundang-undangan yang

mengikat secara umum.

Upapptemtifdimaksudadalahtindakanyangdilakukanunfukmenghambat

dan menanggulangi terjadinya pemanasan global melalui serangkaian kebijakan

dalam benfuk keputusan dan perencanaan yang slstematls dan sinergis. sedangkan

upan prwendfadalah tindakan yang dllakukan pada urEkat pelaksanaan, melalui

berbagai langkah nyata yang memang secan efektif mampu menghambat laju

pemanasan global (seperti penanaman dan perlindungan pohon). Selanjutnya yang

dimaksudkan dengan langkah rqraf dalah tindakan untuk mengenakan sanksi

kepada setiap orang )rang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan, balk sanksl yang bersifat administrative (tindakan

untuk memulihkan/ reparatoir, maupun pengenaan beban/ dislnsentif tertentu)

maupun yang bersifat pidana (kurungan ataupun denda, yang bersifat membina

atau mendidik "pelaku" untuk tidak mengulangi atau meniru perbuatannya)'

Dalam konteks yang demikian, maka dlpandang sangat urgen untuk

menyusun suatu peraturan perundangan sebagai dasar dan pedoman dalam rangka

melaksanakan perlindungan pohon yang ada dl sepanJaQq Daerah. Milik Jalan

(DAMuA)yangkoirtenanganuntukmengeloladanperlindungannyadimilikioleh



Pemerintah Kota Surabaya, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kota Surabaya dalam suatu peraturan daerah,

Selanjutnya untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kehadiran Naskah

Akademik sebagai benhrk konket dan pardsipasi masyarakat (khususnya kalangan

akademis) dalam proses pembentukan peratunn perundang-undangan sangat

dibutuhkan. Saat ini, Naskah Akademlk sebagai wujud penyusunan peraturan

perundang-undangan )rang berba$s rls€t telah memlllkl legltmasi dan dasar hukum

yang kuat (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 beserta Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005), sehingga kehadirannya merupakan conditio

sine qua noa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai langkah awal

dikemukakan Naskah Akademik penyusunan rancangan peraturan daerah dimaksud.

Identlfikasi Masalah

Dalam Perspektif ekonomi, pembangunan di Kota Surabaya menunjukkan

angka pertumbuhan ekonoml (ffonofiic Grot+dt) yang tertinggi dlantara kota-kota

di Indonesia. Kondisi yang demikian memang sangat posltif dalam meningkatkan

daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun apablla keadaan tersebut

dikaitkan dengan keterbatasan sumberdaya dan ruang (geografis) di Surabaya yang

relative terbatas, maka pertumbuhan ekonomi yang tnggi juga melahirkan berbagai

konsekuensi seperti aspek daya dukung, )rang pada akhirnya kurang

mengunhrngkan bagl kEehatan lingkungan, balk kesehatan warga maupun ekologi

secara keseluruhan.



Dampak negative yang terjadi karena prose pembangunan yang bersifat

mendestorsi hak warga unhrk memperoleh lingkungan yang sehat, baik dalam

konteks keklnian (lntageneradonal qult/1, maupun pertmbangan masa depan

"future sighf (intergenentional qu$, maj<a dalam perencanaan pembangunan

harus benar-benar mempertimbangkan secara seksama aspek ekologinya, sehingga

keglatan pembangunan nantlnya bukan hanya mampu mensejahterakan secara

material- ekonomi (hak ekonomi) masyarakat, tetapi sekaligus terpenuhinya hak

atas lingkungan yang sehat.

Hukum sebagai fungsi instrumental dalam perencanaan dan sekaligus

menjadi landasan kegiatan pembangunan, menurut Lawrence M. Friedman (1975)

dalam penyusunannya harus mempertmbangkan 3 (tlga) permasalahan dasar

komponen hukum yaitu komponen substansl hukum, struKur hukum dan kultur

hukum, Dengan mendasarkan pada paradlgm Friedman tersebut, dalam

perencanaan kebijakan perlindungan Pohon Di Daerah Mllik Jalan (DAMUA) di Kota

Surabaya dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Problem yang menyangkut Suffinsl Hukum, mellpuu: kejelasan ruang lingkup

dan konsep, penormaan hak dan kewaJiban masyarakat, penormaan tugas dan

wewenang pejabat yang terkait, pengaturan prosedur dan persyaratan, sefta

system sanksi yang diatur.

2. Problem yang menyangkut Struktur Hukum, meliputi: kesiapan peren@naan

pejabat dan instansi teknis yang terkalt (mulai dari inventarisasi obyek yang

dilindungi, penyediaan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai,



kehandalan SDM yang mumpuni), serta kemauan Pejabat dan Petugas yang

terkalt untuk melaksanakan aturan secara koordlnatif, konsisten dan konsekuen.

3. Problem yang menyangkut Kultur Hukum, meliputi: cara pandang (mindseQ,

perilaku, dan kebiasaan mayarakat fang belum ramah llngkungan, apatisme

r sikap kebanyakan warga kota terhadap prcses penegakan hukum, serta

lemahnya sikap handarbeni/ rasd' memiliki (sense of belonging) masyarakat

terhadap lingkungan sekitar.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode yang dipakai datam rangka pembahasan

dan pengkajian terhadap lssu/problem yang telah dirumuskan dalam Naskah

Akademik. Pemanfaatan suatu metode tergantung pada karaKer issu/ problem

hukum yang dirumuskan dalam suatu penelitian hukum. Lazimnya penelitian di

bidang hukum diklasifikasikan dalam 2 Jenis penelitian, yaitu penelitian hukum

nomadf (nonnativ* lqal appuch) dan penelitian hukum sosiologis (socio- lqal

appt@ch).

Pendekatan yuridis normative, atau yang lazim disebut pengkaJian hukum

doctrinal adalah pengkajian problem-problem hukum yang bersaranakan pada

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadllan, teorl, konsep dan/ atau

pandangan dari para sarjana, Dalam penelltan hukum normative, dapat

dipergunkan beberapa pilihan model pendekatan, yaihr pendekatan pada praturan

perundang-undangan (sbWe appruch), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan *lanh (hisbrlal awtoach), pendekatan perbandingan (comprative



I apptuch) maupun pendekatan konseptual (@ncqtual apprcach). Sedangkan

Penelitian hukum sosiologis, atau yafg dlsebut peneliUan hukum empiris, adalah

pengkajian terhadap issu dan problem hukum yang dldasarkan pada data-data

primer yang menyankut perilaku dan fenomena social di tengah masyarakat.

Dalam penyusunan naskah akademlk lnl, s€sual denEan karakter issu dan

problem hukum yang telah dirumuskan, maka metode pendekatan yang akan

dipergunakan adalah metode pendekatan kombinasi, khususnya pendekatan

perundang-undangan dan konsep hukum, sekaligus didukung oleh data-data primer

yang dihimpun oleh Dlnas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Sehubungan dengan metode dlpergunakan dalam penyusunan naskah

akademik ini adalah metode kombinasi, maka data{ata yang dibutuhkan meliputi

dab pnmer, yang diperoleh dengan cara wawancara (intervieur) maupun kuissioner;

sekaligus fub sekunder, yang diperoleh dengan cara penelusuran dan sistematisasi

terhadap peraturan perundangan dan data-data lain yang terkait dengan hambatan

yang dlhadapi oleh petugas dalam pelayanan penerbltan lzin penebangan pohon

dan datadata yang berhasil dlhlmpun menyangkut Jenls dan modus pelanggarannya

di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dl Pemerintah Kota Surabaya.

D. TuJuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah memberikan landasan

akademik/ llmlah dalam rangka penyusunan PerahJran Daerah Kota Surabaya

tentang Perlindungan Pohon dl Daerah Mlllk Jalan (DAMUA) dl Surabaya, sehingga

akan memberikan arah dalam menentukan ruang lingkup dan batasan



E.

pengaturannya serta menjadi referensi dalam menenfukan ting{€t urgensi substansi

norma yang diatur, baik yang menyangkut stahrs, hak dan kewajiban, prosedur dan

mekanisme kelembagaan maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada

pelanggamya,

Kegunaan naskah akademik ini dlharaplen akan berfungsi sebagai salah satu

penjelasan tertulis mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota surabaya tefltang

Perlindungan Pohon di Daerah Mlllk Jalan (DAMLA) sehingga akan memberikan

pemahaman yang komprehensif kepada stakeholders dalam prces pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah, khususnya pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Daerah Kota Surabap serta Pemerintah Kota Suraba)ra merEenai urgensi konsep

dan substansi yang diatur; sekaligus dlharapkan akan berguna sebagai acuan (tam

of rcfercne) dalam merumuskan pokok-pokok prkrran yang akan menjadl bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebiJakan selanJutnla, khususnya dalam proses

penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama atas Rancangan peraturan

Daerah Kota surabaya tentang perlindungan pohon dl Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

di Surabaya.

Inyentad3asa Pcraturan Perundang-undangan

Dengan mengikuU hirarkhl peraturan perundang-undangan yang dianut

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenang Tata Urutan peraturan

Perundang-Undangan Republik Indonesla, maka dapat dlkemukakan peraturan

Perundang-undangan yang menjadl pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik



dan Draf Rancangan Peraturan Daerah K& Surabaya tentang Perlindungan Pohon

di Daerah Milik Jalan (DAMLIA) di Kota Surabaya, yaltur

1. UndangFundang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 195

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Besar dalam Ungkungan Propinsl Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dluabh dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 (Lembaran Negan Tahun 1965 Nomor 65)

3. Undang-Undang Nomor I tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekoslstemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3419)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor,

Tambahan Lembaran Negara Nomor)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5059)

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987

tentang Penyidik Pegawai Negeri Slpil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat



II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah l1ngkat II Surabaya Tahun

1988 Nomor 4/C)

8. Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 3 tahun 2001, tentang organisasi Dinas

Kota Surabaya (Lemabaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 3/C)

9. Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E)

lo.Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang satuan Plosi

Pamong Praja Kota surabaya (Lembaran Daerah Kota surabaya Tahun 2005

Nomor 5/D)
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BAB II

r-ANDAsAt{, KErErruAN 
"',JS"TIHlxi[uAilG 

UNGKUP DAN MATERT

A. tandasan Pengahtran

Suatu perahJran perundang-undangan supaya mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat bagi seluruh warga masyarakat dipersyaratkan untuk memenuhi 3

(tlga) landasan, yaitu landasan filosofis' sosiologis dan yuridis'

1. landasan Filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada cita-

citahukum(rechtsidee)sebagainilaipositifyangtertinggi'antaralainpertimbangan
I

yang menyangkut keadilan, kemanfaatan' kepastian dan ketertiban serta

kesejahteraan. Cita hukum atau rechBidee tumbuh dalam suatu system masyarakat

tentang yang baik dan yang buruk' pandangan mereka mengenai hubungan

individual dan kolektivitas, dan lain sebaglnya temasuk berkckn dengan keyakinan

dan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat immanent' Semua itu bersifat

filosofis,artinyaberkenaandenganpandanganmengenallntlatauhakekatsesuatu.

Hukum, melalui peraturan perundang-undangannya diharapkan menampilkan dan

merefleksikansystemnilal,baiksebagaisaranayangmelindunginilai.nilaimaupun

menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku

masyarakat(BagirManan,L992;17)'MenurutRudoifStamler'citahukumadalah

konstruksipikiranyangmerupakankeharusanunhrkmengarahkanhukumpadacita.

cita yang diinginkan masyarakat' Selalan dengan pandangan Stamler' menurut

11



Gustav Radbruch cita hukum berfngsi sebagal tolok ukur yang bersifat regulative

dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya (Esmi

Warasih, 2001: 35+361).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses mengungkapkan

nlaFnilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum bergantung

pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nllaFnilai tersebut oleh 
.para

pembentuk peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran akan nilaFnilai

tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang

dibuat.

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Panqsilg. merupakan sumber

nilai, grundnorm yang berfungsi menjadl acuan dan landasan berflkir dan bertindak

dalam segala sisi kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Oleh karena itu pada

prinsipnya Udak dibuat dan tidak sah suafu peraturan perundang-undangan yang

dibuat Jika bertentangan dengan Pancaslla sebagal fllsafat dan dasar bernegara

Indonesia.

Dalam proses penyusunan perafuran perundang-undangan untuk dapat

mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah Pancasila dibutuhkan

adanya asas hukum. secara umum asas hukum diardkan sebagal dasar pemikiran

yang mendasarl dibuahra periituran hukum. Dengan demlklan asas hukum Juga

merupakan landasan bagi lahimya suafu peraturan perundang-undangan. Dalam

pengertian yang demikian asas hukum dlsebut sebagal ratlo /qglenya suatu

perauran perundang-undang6n'

t2



I.C. van der Vlies membagi asas hukum dalam pembentukan peraturan

r perundang-undangan (@irrelen van bd\odiik rcgel ceinO menjadi 2 (dua); yaitu

asas formil as.rs materiel (Maria Farida.Indrati Soeprapto, 2002,96-97). Asas hukum

formal adalah asas yang berkenaan dengan tata cara pembentukan dan bentuknya.

Asas hukum formil, meliputi:

(a) asas tujuan hukum yang jelas (bqin*l uan duidillJk doelsfutlling),

(b) Asas organ/ lembaga yang tepat (@hrel wn het juiste oryan),
I| (c) Asas perlunya pengahrran (het ndakettJkheids Egin*l1,

(d) Asas dapat dilaksanakan (het bqinsel uan uitvoerfuar heids beginsell, dan

(e) Asas Konsensus (het bgin*l wn orrenatll

Adapun asas hukum materlel adalah asas-asas yng berkenaan dengan materi

muatan peraturan, dalam hal ini terdiri atas:

(a) Asas terminology dan sistematika yang benar (het Eginsel uan duidelijke

terminolqie an duideliike siilemati*),

(b) Asas dapat dlkenali (het @lnxl mn de kenbarhelA,

(c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rdtgelelJkeheds beglnsD,

(d)Asas Kepastian Hukum (hebuh&ekerheids @lnsely, dan

(e)Asas pelaksanaan hukum ang sesual dengan keadaanlndividu (het bqinsel uan

de indiiduele rehtMelinil

Sedangkan menurut Hamld S. Attamlml, yang termasuk dalam asas hukum

formiel adalah:

(a) Asas tujuan yang jelas,
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(b) Asas perlunya pengaturan,

(c) Asas organ/ lembaga yang tepat,

(d) Asas materi muatan yang tepat,

(e) Asas dapatnya dilaksanakan, dan

(D Asas dapat dikenali.

Adapun asas hukum materiel adalah:

(a) Asas s€sual dengan cita negara hukum Indonesia dan norma fundamental

negara,

(b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara,

(c) Asas sesuai dengan prinsip=prinsip negara berdasar atas hukum, dan

(d)Asas sesuai dengan dengan findfprinsip pemerlntahan berdasar system

konstttusi.

2. landasan Sciologls

Landasan sosiologis merupakan landasan dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan yang terdirl atas fakta-fakta yang ada dl tengah masyarakat

yang mendorong bagi perlunya pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.

Artlnya kehadiran perahJran perundang-undangan tersebut sangat dibufuhkan oleh

masyarakat (Hamzah Halim, 2012: 25).

Berkenaan dengan upaya pellndungan pohon dl Daerah Millk Jalan (DAMUA)

yang ada di Kota Surabaya, dapat dikemukakan keadaan-keadaan dan fakta-fakta

yang melatarbelakanglnya. Sebagalmana telah dlkemukakan sebelumnya, bahwa

berdasarkan data dan laporan berbagal lembaga lntemaslonal di bawah naungan

74



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa salah sah.r ancaman kebedanjutan

ekologi bumi yang sudah di depan mata adalah "global warming",yang salah satu

penyebab utamanya adalah deforestasi di berbagai belahan benua. Sehingga melalui

berbagai resolusi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga intemasional

mendesak kepada semua komponen barpsa dan negara anggota pBB untuk

melakukan penghijauan kembali hutan (reforestasi) dan perlindungan/ konservasi

terhadap hutan secara serius, dan untrk itu masyarakat intemasional telah

melakukan aksi konkrit dengan menyepaka[ "Copenhagen Accord, dalam

Conferene of Padla The unld Nadons fume Wo* C.onvendon on Ctimate

Change 2009. Copenhagen Acrord at,]u Traktat Kopenhagen tersebut berisi

kesepakatan penguritngan emisi, sekaligus komitmen negara maju penghasil emisi

karbon unfuk memberikan subsidi pendanan kepada negara-negara miskin dalam

upaya perbaikan hutannla sebsar USg 1fl) Millar atau setara 943 triliun pertahun.

Indonesia, sebagai negara anggota PBB telah merespon Traktat Kopenhagen

tersebut dengan memprakarsai program perbalkan llngkungan melalul program

pengembalian hutan ke benfuk awal atau restitusi dan rehabilitasi Daerah Aliran

Sungai (DAS). Dengan membentuk Monitorlng, Reportlng dan Verifikasi (MRV)

dengan upaya menurunkan emisi 267o sampai 2020. Pada Langkah awal,

pemerintah Indonesia menyiapkan opsi nasional tentang penurunan emisi karbon

sampai pada tingkat provinsi, dan untuk ltu Indonesla mencari dukungan pendanaan

dari negara-negara maju (Syahrul Maimud, 20L2:43-44).
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Sejalan dengan promosi dan langkah-langkah konkit dari masyarakat

intemasional dan pemerintah Indonesia dalam menaggapi ancaman ekologi global,

maka masyarakat Surabaya dengan dipromotori oleh Pemerintah Kota Surabaya,

yang menyadari bahwa wilayah Surabaya sebagai Kota Industri dan Perdagangan

dapat berimplikasi terhadap peningkatan emisi karbon harus secara serius

melakukan berbagai langkah konkit yang selaras dengan garis kebijakan

pemerlntah Indonesla sekaligus masyarakat dunia.

Apalagi secara geografis, Wlayah Kota Surabaya yang keberadaannya di

kawasan pantai yang secara klimatologis dan geofisika mempunyai rata-rata suhu

normal diatas rata-rata dlbandingkan kota lain, maka langkah-langkah perlindungan

pohon dan penghijauan khususnya di Daerah Milik Jalan (DAMUA) dipandang

mempunyal skala prioritas utama.

Urgensi untuk melakukan perlindungan dan penghijauan di Wilayah Surabaya

dirasakan semakin mendesalg menglngat ancaman terhadap pohon di Kota

Surabaya khususnya di Daerah Mlllk Jalan (DAMUA) sebagai aklbat bertambahnya

penduduk (efek kesejahteraan dan urbanisasi) dan kebutuhan akan ruang/space

bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini terbuKi dari data yang

terhimpun di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang

mencatat adanya eskalasi perusakan dan penebangan pohon yang keberadaanya di

Daerah Milik Jalan (DAMUA) dengan berbagai ."rt l.nS paia akhirnya

menyebabkan pohon menJadl rusak dan/ atau maU. Fenomena yang demikian

sangat menyedlhkan, mengkhawadrkan dan cenderung mengancam bagi kesehatan
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warga Surabaya khususnya dan ekologi secara keeluruhan, sehingga dipandang

perlu dilakukan upaya yang serius unhrk menanggulanginya dalam suatu peraturan

yang mengikat secara umum, sebagai landasan bertindak bagi semua komponen

pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang lingkungan, mulai dari aparat

pemerintah, individu, organisasi sampai masyarakat luas,

3. landasan Yuridis

Landasan/ dasar yuridis adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi

sumber hukum/ dasar hukum dlam pembuatan/ perancangan suatu peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini, landasan hukum dapat diklasifikasikan menjadi

2 (dua), yaitu dasar hukum yang berhubungan dengan proses pembuatannya/

aspek legalltas formalnya (menyangkut kewenangan dan prosedur pembuatan),

serta dasar hukum yang menyangkut pijakan materl muatan yang akan diatur

(aspek legalitas materielnya),

Dasar hukum yang menyangkut aspek legalitas formal dalam pembuatan

suatu Perafuran Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (L), (2), (3), (4), (s), (6) dan (7) undaiftinaang dasar Negara

Republik Indonesia, Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Proplnsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diuabh dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65)
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3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan

Lembaran Negara Nomor), sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang.Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor,

Tambahan Lembaran negara t'lomor;

Adapun dasar hukum yang behubungan dengan Ruang lingkup dan materi

muatan Peraturan Daerah, yang dalam hal ini mengenai perlindungan pohon di

Daerah Milik Jalan (DAMIJA) di Kota Surabaya, adalah:

1. Undang-Undang Nomor I tahun 1981, tentarp Hukum Acara pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekcistemnya (Lembaran Negara Tahun 19g0 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3419)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhlr dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2fi)8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor)
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5059)

I 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ringkat II surabaya Nomor 13 Tahun 19g7

tentang Penyidik Pegawai ttegeri iipit dl Lingkungan Kotamadya Daerah ringkat

II surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah ringkat II surabaya.Tahun

1988 Nomor 4/C)

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001,-te;tang orginisasi Dinas

Kota Surabaya (Lemabaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 3/C)

7' PeraEran Daerah Kota surabaya Nomor 7 Tahun 2fi)2 tentang pengelolaan

Ruang Terbuka H[au (Lembaran Daerah Kota surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E)

8. Peraturan Daerah Kota surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang satuan plosi

Pamong Praja Kota surabaya (Lembaran Daerah Kota surabaya Tahun 2005

Nomor 5/D)

B. Kctenhtan Umum

Ketentuan umum adalah bagian yang fundamental daram suatu peraturan

perundang-undangan, karena di dalam ..ketentuan umum,, inilah yang akan

menJelaskan tentang definisi, pengertian dan istilah-istilah yang terkait dengan

materi yang akan diatur. Dengan pengahrritn yang jelas mengenai komponen dalam

"ketentuan Umum" inilah akan menJelaskan mengenai llngkup dan batasan materi

yang dlatur dalam suatu peEhJran. Dl samplng ltu, Ketentuan Umum Juga dapat
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memuat rumusan entang asas-asas atau prinsitrprinsip yang dijadikan acuan dalam

penyusunan dan penormaan dalam suafu peraturan.

Dalam Naskah Akademik ini, untuk menyamakan persepsi dan pemahaman,

maka dikemukakan beberapa konsep sebagai hn?aGn/ fun'<tasi dalam

mengkonstuksi pengaturan Perlindungan pohon Di Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

sebagai berikut:

1. Pohon adalah semua Jenis pohon yang dltanam dan dlpellhara acu dikuasai oleh

Pemerintah Daerah, yang keberadaannp di Daerah Mllik Jalan (DAMIJA);

2, Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah

3. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi pohon dan mencegah pencemararn dan kerusakan

lingkungan, yang melipufl perencanaan, pemeliharaan, pengendalian,

pengawasan dan penegakan hukum;

4, Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Surabala;

5. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;

5. Dinas adalah Dinas Keberslhan dan pertamanan Kota Surabaya

7. Pejabat yang dltunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan

xotam\frra Surabaya;

8. Setiap Omng adalah oEtng perseorangan atau kelompok orang, baik yang

berbadan hukum maupun yang tdak berbadan hukum, swasta maupun instansi

pemerintah;
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9. Pemohon adalah setiap ofting yang karena alasan-alasan tertentu mengajukan

permohonan izin penebangan pohon;

10'Izin adalah izin yang diberikan oreh Kepara Daerah atau pejabat yang ditunjuk

kepada Pemohon untuk menebang pohon seterah mempertimbangkan arasan

dan persyaratan yang telah ditenfukan;

ll.Penebangan Pohon adarah perbuatan menebang atau memotong pohon.dengan

cara tertentu, danl atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/ cabang,

ranting, dan daun, yang dapat merryebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

Termasuk daram pengertian penebangan pohon adarah kegiatan membakar,

melukai, memberikan zat-zat tertentJ lrang dapat mengakibatkan pohon menjadi

rusak atau mati;

12.Pemindahan pohon (tansptanting) a&,rah upaya untuk tetap mempertahankan

atau melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan

cara dan teknlk yang benar;

C. Tutuan Pcngahrtan

sesuai dengan TuJuan perrindungan dan pengeroraan Lingkungan hidup

Nasional, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009, tujuan perlindungan pohon dl Daerah Mllik Jalan (DAMUA) adalah

sebagai berikut:

1, Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesla darl pencemaran dan/

atau perusakan lingkungan;

2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehldupan manusia;
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3. Menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

6. Menjamin terpenuhlnya keadilan generasi masa kinl dan generasi mendatang;

7. Menjamln pemenuhan dan perllndungan hak atas llngkungan hifup sebagai

bagian dari hak asasi manusia;

8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam seara bUaksana;

9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

10. MenganUsipasi issu lingkungan global.

D. Ruang llngkup Penormaan

Bahwa untuk mewuJudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya norma yang

mengahrr hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam rangka perlindungan

pohon dimaksud. Nonna hak dalam hal lni berkaitan dengan hak bagi setiap orang

untuk berperanserta dalam upaya perllndungan pohon dl Daerah Milik Jalan

(DAMLIA) di Kota Surabaya.

Hak berperanserta individu, organisasi, clan kelompok masyarakat dalam

perlindungan pohon meliputi hak untuk:

1. Melaporkan mengenai adanya pohon yang menurutnya dapat membahayakan

atau mengancam bagi keselamatan umum atau llngkungan hidup di sekitar

pohon, sekallgus memlnta PeJabat yang berweaFgg untuk. melakukan

perantingan, pemangkasan dan atau penebangan pohon yang dimaksud;
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2. Melaporkan morgenai adanya tndakan seseorang yang dicurigai melakukan

penebangan dan/atau perusakan pohon secara melawan hukum, tanpa adanya

im dari pihak yang benvenang.

3. Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagalmana dimakud angka 1 dan 2,

diatur secara jelas untuk diketahui dan dimengerti masyarakat luas.

Adapun mengenai kewatlban bagi setiap orang dalam. rangka

pedindungan pohon di Daerah Millk Jalan (DAMLIA) dirumuskan dalam bentuk

norma larangen, yang berupa:

1. sedap orang yang dengan sengnja melakukan pertuatan penebangan

pohon yang berada di Daerah Mlllk ,alan (DAMLTA) di Surabaya,

kecuali bagl mercka yang yang mendapdlGn izln dari Kepala Daerah/

Walikota Surabaya atau Pejabat yang telah ditunjuk.

Berdasarkan norma larangan ini, melahirkan konsekuensi bagi pengaturan

menyangkut norma wewenang bagi Kepala Daerah atau Pejabat yang

Difunjuk untuk mempertimbangkan pemberian izln sebagai bentuk pengecualian,

apabila dalam hal-hal tertentu dan persfaratan-persyaratan tertentu telah

dipenuhi sebagai alat pengendall bahwa dampak negative yang tidak

dikehendaki tidak akan terjadi.

2. Setap onng yang karcna kelalalannya melakukan pcrbuatan yang

mcnyebabkan pohon yang bGrad! dl Dacnh l{lllk Jalan (DAMfrA)

menjadi rusak atau mad.
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3. Scdap benEk pelanggann sGbagaamana dlmaksud dalam angka l dan

2 mengharuskan pelaku bcrtanggungfawab secara pidana dengan

ancaman pldana kurungan makclmal 6 bulan atau denda makslmal 25

Juta rupiah.

4. Essensi dan hrjuan pemldanaan tertadap pelaku sebagaimana

dlmaksudkan angka l dan 2 adalah menganhkan kepada pelaku unhrk

memblna dan menyadartan tsntang pendngnya pohon dan llngkungan

baga keselamatan dan keaehatan mlnusla dan ekologi recara

keeeluruhan.

5. Oleh karcna essensl dan trJuan pemidanaan adalah penyadaran arti

pentngnya pohon dan llngkungan bagl kcilrtdupan manurla dan

ekoolstemnya, maka dlmungldnkan adanya hukuman dalam benEk

"Tlndakan Blna Ungkungan' kepeda pelaku.

Bahwa selanjutnya untuk dapat memantapkan upaya perlindungan pohon

secara sistematls dan bersinergis, maka lingkup kegiatannya meliputi kegiatan

p€nEncanaan, pemeliharaan, pcngcndallan, pengaur.ran dan pen€gakan

hukum terhadap setiap bentuk pelanggarannya.

Subetansl (Materi) Muatan Pengahrran

Seuai dengan lingkup pengatuEnnya, maka muatan materi (suHansi)

pengaturan Perllndungan Pohon di Daerah Mlllk Jalan (DAMUA) meliputi:

1. W€wenang Kelembagaan
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Dalam konteks negara hukum, legalitas (keabsahan) tindakan pemerintahan

merupakan persyaratan fundamental yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam

peGrturan perundang-undangan harus secara tegas mengatur konsep dan lingkup

kewenangan kelembagaan yang akan menanganin)€.

Dalam konteks demikian, maka prlnslpprlnsip pengaturan wewenang dalam

upaya perlindungan pohon di Daerah.l'tilik Jalan (DAMDA) adalah sebagai berikut:

a. Walikota Surabaya sebagai Kepala Daerah dalam rangka perlindungan pohon di

Daerah Milik Jalan (DAMLIA) di Kota Sunbaya mempunyai wewenang untuk

melakukan kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pengenda.!ian, pengawasan dan

penegakan hukum.

b. Penyelenggaraan kegiatan penencanaan, pemeliharaan, pengendalian,

pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara terkoordinasi dan

sinergis dengan instansi-instansi yang terkait.

c. Dalam rangka fungsi koordinasi tersebut, walikota Surabaya dapat menunjuk

Pejabat rertentu sesual dengan bldang dan fungslnya dl bidang perlindungan

Pohon di Daerah Milik Jalan (DAMUA).

d. Pejabat rertentu sebagalmana dimaksud adalah Kepala Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Surabaya

2. Fungsi PelEncanaan

Dalam rangka melakanakan fungsi perencanaan di bidang perlindungan

Pohon dl Daerah Mllik Jalan (DAMUA), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

harus melakukan :
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a, Inventarisasi pohon yang kebendaannya ada di Daerah Milik Jalan (DAMLIA) di

Kota Surabaya;

b. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan perawatan,

pemeliharaan, dan pemindahan pohon secara memadai

c. Penyediaan dan Pembinaan sumber daya manusia yangtundal

d. Penataan menejemen yang membuka bagi akses public dalam rangka pelayanan

menyangkut pelaporan dan perizlnan.

3. Fungsl Pemellhanan

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Kepala Daerah atau Pejabat yang

Diunjuk benarenang untuk melakukan tindakan penataan, perantingan,

pemangkasan, penebangan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk

pemellharaan dan perawatan pohon secara bedanggung;layyab sesual dengan

tuJuan perlindungan pohon. Oleh karena itu, Kepala daerah atau Pejabat yang

Ditunjuk melakukan kegiatan atau tindakan tersebut bukan sebagai perbuatan

melanggar hukum, sehlngga untuk melakukannya tidak dlperlukan adanya izin.

4. Fungsi Pengendalian

Dalam rangka Perlindungan pohon di Daerah Mllik Jalan (DAM[,A), Kepala

Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk berwenang untuk melakukan pengendalian

segala benfuk perbuatan masyarakat png berdampak terhadap perusakan dan atau

kemauan pohon dalam suatu q/stem perlzlnan. Perlzlnan pada hakekatnya

merupakan instrument yuridls pemerlntah untuk mengendalikan suatu

pertuatrn yang sqqara umum dl}trang, tetapi dengan perdmbangan
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persyaratan dan alasan-alasan tertentu sebagaimanr.dlEntukan datam

perattran perundangan pemerintah dapat membolehkannya.

Berdasarkan konsep perizinan yang demikian, maka fungsi pengendarian

Perlindungan Pohon di Daerah Mirik Jaran (DAMDA) diselenggarakan dengan

memanfaatkan system perizinan yang mantap dan ketat daram peraturan

perundangan )rang mengatumya.

sebagaimana terah dikemukakan seberumnya bahwa norma dasar

perlindungan pohon adarah bahwa sedap orang dilanng merakukan perbuatan

penebangan pohon, kecuari dengan tzrn, srstem perizinan yang secara sah

diperbolehkan oleh perafuran yarp menjadi dasar pelarangan, unfuk

mengecuarikannya harus menentukan secara jeras tentang: daram har apa (alasan)

dan persyaratan apa yang harus dipenuhi, serta bagaimana prosedurnya

pengajuannya,

secara rimitatve peraturan perundang-undangan menegaskan arasan-

alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan izin penebangan pohon,

yaitu:

a' Bahwa keberadaan pohon yang diajukan unhrk ditebang mengganggu jaringan

utilitas kota;

b. Bahwa keberadaan pohon yang draJukan untuk drtebang dinirai membahayakan

keamanan dan keselamatan umumi

c. Eahwa keberadaan pohon yang diaJukan untuk dltebang mengganggu atau

membayakan bagi kepentingan pemohon;
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d. Bahwa pohon yang yang diaJukan untuk ditebang terkena penyakit yang dapat

mengancam terhadap pohon dan ekGistem disekitamya; atau

e' Bahwa di tempat atau disekitar lokasl pohon yang diajukan untuk ditebang akan

didirikan suatu bangunan atau akan dlpergunakan untuk keperluan tertentu oleh

pemohon.

Berkenaan dengan Procedur/ mekanimre bagi setiap orang yang

mempunyai salah satu alasan untuk melakukan penebangan pohon sebagaimana

dijelaskan dapat mengajukan permohonan lzln penebangan pohon secara

terfulis kepada Kepala Daerah atau peJabat yang ditunjuk dengan menjelaskan

mengenai:

a. Alasan yang melatarbelakangi pengajuan izin penebangan pohon; dan

b. Lokasi, jenis/nama, ukuran drameter, dan Jumlah pohon yang diajukan untuk

penebangan pohon

Bahwa unfuk memudahkan pemohon dan menjamin kelengkapan informasi daram

pengaJuan izin, Kepala Daerah atau peJabat yang Dltunjuk menyedlakan Formulir

rslan Permohonan Izln Penebangan pohon dlmaksud untuk selanjutnya dlisi oleh

pemohon secara jujur dan bertangunglawab,

Dalam proses pengaJuan permohonan izin, pemohon dlpersyaratkan untuk

melengkapi permohonannya dengan komitmen untuk srqgup memenuhi

kwajlban mengganti (sebagal distnsentif) pohon yang nantinya akan ditebang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu Surat pernyataan bermaterai.

Bahwa untuk memudahkan bagi pemohon, Kepala Daerah atau Pejabat yang



DiUnjuk menyiapkan Formullr Surat Pernyataan dimaksud untuk selanjuhya

diisi oleh pemohon secara Jujur dan bertanggungJawab.

Bahwa dengan mempertimbangkan secara selGama alasan dan persyaratan

yang telah dftentukan, Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk dapat mengambil

keputusan untuk:

a. Menolak permohonan, karena dlnllal kepentingan perlindungan lebih

utama dari pada alasan png dlkemukakan oleh pemohon;

b. Mengabulkan permohonan, dengan persyaratan bahwa pemegang izin harus

dalam Jangka waktu makslmal 7 hari dari saat penebangan pohon harus sudah

memenuhi kewajiban penanaman pohon pengganU sebagaimana yang telah

dinyatakan dalam Surat Pemyataan yang telah dibuatnya; atau

c. Karena alasan-alasan spesifik yang melekat pada pohon yang dimintakan untuk

ditebang (aspek jenis, ukuran dan/ atau atau uslan)€) dlnilai oleh Kepala Daerah

atau Pejabat yang DifunJuk perlu untuk dilstarikan, tetapi memperhatikan

alasan dan urgersi alasan p"ng;jr"n permohonan izin pemohon yang dapat

dlmengerti, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan

solusi dalam bentuk "pemindahan pohon (tansplandnfl",

Bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemindahan dfr6i (tr.nrpf'.nting) yang

dilaksanakan oleh pemohon dilakukan secara tepat dan benar, maka

pelaksanaan pemindahannya dlpantau dan diawasi secara langsung oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang DltunJuk.

potton
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Dalam hal permohonan izin dikabulkan, maka pemegang izin mempunyi

kewajiban penggantian pohon dengan ketentuan sebagai berikut:l

a. Bahwa terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkar batangnya berdiameter

sampai dengan 10 (sepuruh) centimeter, maka jumrah penggantinya sebanyak

10 (sepuluh) pohon berdiameter 10 (sepuluh) centimeter;

b. Bahwa terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkar batangnya berdiarfieter 10

(sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puruh) centimeter, maka jumrah penggantinya

sebanyak 15 (sepuluh) pohon berdiameter 10 (sepuluh) centimeter;

c' Bahwa terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkar batangnya berdiameter 30

(tiga puluh) sampai dengan 50 (llma puluh centimeter), maka jumtah

penggantinya sebanyak 20 (du.6 puluh) pohon berdiameter t0 (sepuluh)

centimeter;

d. Bahwa terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkal batangnya berdiameter

lebih dari 50 (sepuluh) centimeEr, maka Jumlah p€nggantinya sebanyak 30 (tiga

puluh) pohon berdiameter 10 (sepuluh) centimeter;

e. Bahwa dalam hal pohon pengganti )rang sejenls sulit dlperoleh, maka Kepala

Daerah atau PeJabat yang DnunJuk akan menentukan jenis pohon pengantinya;

. 
r Maoda penghltuntan dalam mcnentukan lumlah pengtanflan pohon dtdasa*an atas asumsi dan

raslonalitas sebagal berlkut:
e.

b.
c.

d.dst



t. Terhadap jumlah pohon yang sejenis yang dimohonkan izin penebangan lebih

dari satu (satu) pohon, maka jumlah penggantian pohon dihitung berdasarkan

kelipatannya.

Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum (adminlstradve)

Dalam rangka memastikan bahwa persyaratan perizinan yang telah

ditentukan telah dilakanakan oleh pemegang izin, maka Kepala Daerah atau

Pejabat yang Ditunjuk melaksanakan'fungsl pengawasan, yang penyelenggaraannya

dilakukan secara terkoordinir dengan instansi lain.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa, pemegang izin

belum melaksanakan kewaJiban penggantian pohon seGgaimana yang telah

ditentukan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk akan menyampaikan

suftlt teguEn yang berisikan supaya yang bersangkutan memenuhi kaarcjibannya

dalam waku yang ditentukan. SelanJutrrya jika dalam jangka waktu yang telah

ditenfukan dalam surat teguran telah le$rat, tetapi ke$rajlban penggntian pohon juga

belum dltunaikan, maka Keala Daerah atau PeJabat yang Ditunjuk menJatuhkan

sanksl yang berupa denda adminlstrasl.

Penghitungan denda administrasi dlperhifungkan dengan berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:2

2Pencntuann 
nllal denda dldasarkan atas 2 (dua) m€toda, yaltu metode perhltunSan secara ekonomis

dan pcrhltun3.n bardss.rk.n ("trntuan drl.m Protokol (yoto lxyoto Ptotocol Us.dl.
A. Partlnmlan m.nurut BLya (rtonomll, y.ltu p.rhltungrn ylng dldri.rlon p.ds arum3i dan perhltungan

harga dan bcrya yanB tardlrl atrs komponan-komponcn s€baaal berlkut:
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a. Terhadap 1 (satu) pohon tebang png pangkal batangnya berdlameter sampai

dengan 10 (sepuluh) centimeter, dikenakan denda Rp, 1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah);

1. Harga blblt pohon tampungan dl pasaran dengan ukuran umum (T.3m, O. 8-1ocm)
a. Trembesi Rp.350.00o,./ph
b. SenSon Buto Rp. 2SO.O@,-/ph
c. Angsana Rp. 90.000,./ph
d. t(ecrutan Rp. 150.000,./ph
e. xupu-kupu Rp.350.0@,./ph
ladi rata.rata harga pasaran pohon penghlrauan adalah Rp.236.0{n,./ph

| 2. Blaya penanaman, mellputi:
' a. Upah galian per pohon: Rg l7,g2Dlph

Asumsl: - Ukuran lubant gallan 0.8 x 0,8 x 0,9 m3
. Upah galian per-m3 Rp. 3S.@O,.

b. Medla tanam (soil Mtx) Rp.126.3@,./tubang
Asumsl: - kebutuhan tanah taman per-m3 (0,32 m3 x Rp. 9O.OOO,_)

- pupuk o8antc per-m3 (0,13 m/m3 x Rp. 750.@0,-)
c. Stater Rp. 159.2mlph

3, Blaya pemellharaan pohon selama E bulan:
a. l(ebutuhan alr penyiraman

-kebutuhan airtdeat Rp. 2otvhr/ph
-kebutuhan untuk 6 bulan kedepan Rp. 3.600 tvph/E bl
-ha[a airl tangkt (40(x) Lt) p€nyiraman Rp. 1m.@O/tangki

Artnya b€aya utk alr straman Rp. 9o.O@,-/phl6bl
b. Tenaga pemeliharaan (standart upah mlnlmum Suabaya)

-upah per harl Rp.G.Odr,-/hr
-asumsi perorant mampu marawat SO ph/hr
-ber.nl upah p.r pohon/ hr (Rp. /l8.0m,. : 50) Rp. 962,-
-jadl upah selama 6 bulan p€mellaharan ip, lSO.Om,-/ph

Jadltotal beaya darl semua komponen sebesar Rp.6f7,22,lph

B. P.rhltunFn b.id.r. rn p.rtm.t ? yrl| |dr drhm prototol f.yoto (roroio pro b@t eascdl
Eerda3arkan data yang dhlllkl dl Kantor Dl(P Sur.b.y., dap.t dlt.tahul bahwa lumtah p€nShljauan yanS
dlkelola Pemerintah (ota Surabaya pada tahun 2OO7 adalah sebesar 748.613 pohon dari tuasan RTH 272,44
Helcar (.tumal Studl tlnStunFn Vol. 29/2; 12G13O).
Menurut Tampubolon et al (20(x)), satu hektar hutrn kota mampru menyerap 6,24 ton Xarbondiokida (CO2).
Eerdasartan Protokol Kyoto tentant Perdatantan l(arbon, maka penyerapan Karbondtoksida setiap ton sen ai
uss 1G30.
Berdasrekan parameter tcBebut, maka drpat dlparhltunSkan bahwa Kote Surab.ya yang memtliki Ruang
Terbuala HUau (RTH) seluas 272,4 Heklar alan mampu menyerap Karbondlokstda sebesar 1.700.025 ton
p€tahun. SehlnSSa llka potGnsl s.r.pan karbondloktldr dlk.llken dan8an bllya m.kstmat p€r ton senllai
USS3o, maka be6rti RTH surabaya setlap tahun akan menghasllkan keuntun8an sebesar US$ 51.0@.750,.
(1.700.025 ton X USS 30)
Arthyr !p.bll, nllal t.R.but dlparhhunat n tacarr lablh m.ndrtrll manladl k.untunaan yrn! dtp.rol.h
setlap tahunnya per pohon dapat dlhitung (USS 51.000.750,- : 748613 pohon) = USS 68 atau setara denSan
Rp. 612.0(p,.



b. Terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkal batangnya berdiameter t0
(sepuluh) sampai dengan 30 ( tiga puluh) centimetql,_dikenakan denda Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah);

c' Terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkar batangnya berdiameter 30 (tiga

puluh) sampai dengan 50 (sepuluh) centimeter, dikenakan denda Rp.

6.000.000,- (enam juta);

d' Terhadap 1 (satu) pohon tebang yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari

50 (rima puruh) centimeter, drkenakan denda Rp. 12.ooo.ooo,- (dua beras juta

rupiah);

e' Apabira jumrah pohon sejenis yang dimohonkan ditebang rebih dari 1 (satu),

maka besamya pengenaan denda diperhitungkan dengan kelipatan dari

ketentuan )€ng telah ditentukan.

f' Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dirakukan sebagaimana ketentuan

yang berlaku.

6. KetonEan Sanksl pldana

Pemidanaan baik secara absEacto (perumusan sanki pidana clalam

peraturan hukum), maupun secarain conoeto (penjatuhan sanksi pidana kepada

pelaku pelanggaran) pada hakekatnya merupakan suatu proses pemilihan dari

berbagai altemative sanki hukum. Daram konteks demikian pemidanaan

seharusnla dipergunakan dalam hal sanksr-sanksr hukum lain sudah tidak efektif

lagi. Pemldanaan pada hakekatnya merupakan plllhan terakhir (uttimum remidium)

u ntuk menyelesai kan persoalan pelanggaran hukum.
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I.l

sehubungan dengan prinsip tersebut, maka sanki pidana hanya akan

dikenakan terhadap peraku yang meranggar ketentuan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja merakukan penebangan pohon tanpa direngkapi

dengan izin, maka terhadap peraku dikenakan pidana kurungan maksimar G

bulan atau denda maksimal Rp. 25.OOO.OOO,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang. clapat

mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati, maka terhadap pelaku

dikenakan pidana kurungan maksimar 1 (satu) buran atau denda maksimar Rp.

5.000.000,- (tima juta rupiah)

3' Barang siapa yang karena kerararannp udak memafuhr pemenuhan terhadap

kewaJiban persyaratan perizinan yang berupa pembayaran denda adminisrasi,

maka kepada peraku dikenakan Tindakan gina Lingkungan paring rama 5 buran.

Dalam rangka pemidanaan, maka proses penegakannya mulai dari proses

penyelidlkan, penyidrkan, penunhrtan, pemeriksaan di pengadiran diraksanakan

sesual dengan hukum acara pldana yang berlaku,

F. KcEnhran P€nutrp

Ketentuan penutup adarah ketentuan yang menjadi bagian terakhir batang

tubuh suatu peraturan perundang-undangan, yang biasanya memuat tenEng

Penunjukan organ atau rembaga tertenfu sebagar peraksana peraturan, nama

slngkat (clfeer trde) dan Judur kwpan perafuran, status peraturan yang ada

sebelumnya, dan saat berlakurrya peraturan (Hamzah Hallm,2OL2t 221).
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon di Daerah Millk

Jalan (DAMLA) ini, dalam Ketentuan Penutup berclkan penegasan mengenai:

1. Bahwa dengan bedakunya perafuran lni, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 18 Tahun 2003 tentang lzln PenebangEn Pohon dinyatakan tidak berlaku

lagi;

2. Bahwa Peraturan daerah ini mulai efektf berlaku secara efektif 6 (enam) bulan

seJak tanggal diundangkan;

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan, dan supaya setiap

orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan pengundangannya di Lembaran

Daerah Kota Surabaya.

G. Sletamadka Pcngautran

Sistematika pengaturan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-

undangan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menjamin

keterkaitan dan keruntutan pengaturannya sehingga keuhrhan makna dan norma

yang terkandung di dalamnya dapat terwujud.

Dalam Naskah Akademik inl mengusulkan pengaturan materi muatan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perlindungan Pohon di Daerah

Mllik Jalan (DAMUA) menggunakan slstematika dan tata urutan pengaturan sebagai

bertkut:
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BAB I KETENTUAN UMUM meflgatur tentang:

- Bagian Pertama mengatur tentang Definisi/ pengertian dari beberapa

konsep yang terkandung dalam Rancangan peratrran Daerah;

- Bagian Kedua mengatur T{un Perllndungan Pohon dl Daerah Milik Jalan

(DAMUA)

- Baglan Keuga mengatur tentang Ruang Ungkup keglatan perlirrdungan

pohon di Daerah Milik Jatan (DAMLJA)

- Bagian Keempat mengatur tentang Hak dan Kewajrban setiap orang

dalam rangka perlindungan pohon Dl Daerah Mllik Jalan (DAMUA)

BAB II KETENTUAN PERIZINAN bCT|SIKAN PEN9AIUTAN YAN9 tErdiri AtAS:

Bagian Keatu mengatur tentang Wewenang penerbitan Izin
-l

Bagian Kedua mengatur te$ang Alasan penebangan pohon

- Bagian Ketiga mengatur tentang tatacara dan Persyaratan perizinan

- Bagian Keempat mengatur tentang pengawasan dan penertiban

- Bagian Kelima mengatur tentang Ketentuan Khusus

- Baglan Keenam mengatur tentang eengecuatlaa,iirl Ketentuan perizlnan

- Bagian Ketujuh mengahrrtentang Sanksi Admlnistrasi

8AB III KETENTUAN PIDANA

BAB IV KETENTUAN PET.IYTDIIGN

BAB V KETENTUAN PENUTUP
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BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

1. Semakin padatnya arus lalu lintas kendaraan di jalan berimplikasi terhadap

eskalasi peningkatan gas buang, khususnya Karbondioksida (C02) yang

secara komulatif terkonsentrasi dl kawasan sekltar jalan. Tingginya karbon

karbondioksida (CO2) di kawasan jalan tersebut sangat merugikan bagi

kesehatan manusia yang mellntas dan/ atau bermukim di kawasan jalan pada

khususnya, dan mengancam bagi keseimbangan ekologis secara keseluruhan,

2. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian ilmiah, dapat dikemukakan bahwa

pohon (penghfauan) dl llngkungan perkotaan sangat bermanfaat dan

berfungsi sebagai paru-paru kota, penyerap en*ei gas rumah kaca,

khususnya karbondioksida (C02), pengatur lingkungan, pencipta lingkungan

(ekologis), penyeimbang alam (edafis), oro-hidrologi, penyedia air tanah dan

pencegah erosi, perllndungan (protekl) terhadap kondisi fisik alami sekitar

(angln, terlk mataharl, gas atau debu), fungsl kelndahan (estetika) dan

keehatan (higienis).

3. Berdasarkan data{ata tersebut, Pemerlntah Kota Surabaya merasa

bertanggunglawab unhrk melakukan kebijakan secara sistemik guna

mengantisipasl gangguan dan ancaman tersebut, melalui upaya perlindungan

pohon di Daerah Mlllk Jalan (DAMIIA) dalam suatu peratumn yang mengikat

secara umum, lraitu Peraturan Daerah (PERDA).
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B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu segera dilakukan persiapan pelaksanaan diskusi public sebagai media

public sharing dalam merespon harapan dan keinginan masyarakat

Perlu segera dilakukan penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah Kota

Surabaya tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang

Perlindungan Pohon di Daerah Mlllk Jalan (DAMLIA)

Perlu segera dipersiapkan petunJuk teknis pelalGanaan atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon di oalri6 r'ririf Jalin (DAMUA)

Perlu dilakukan langkah-langkah konsultasi dan kerjasama dengan instansi

terkalt agar rencana kebfakan Perlindngan Pohon di Daerah Milik Jalan

dfladikan skala prlorltas kogram Leglslattf Daerah (Prolegda) Kota Surabaya.

2.

4.
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